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TENTANG

LIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD) PILAR BANGSA

Menimbang

Mengingat

b.

L

Ln

6.

Di JI. Raya Mauk KM. 08 Sulang Desa Karet
Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

. Bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan

masyarakat;

Bahwa masyarakat dapat mengelola dan/atau menyelenggarakan pendidikan dalam

rangka meningkatkan pelayanan pendidikan;

Bahwa tim verifikasi dan visitasi pendirian satuan dan/atau program pendidikan telah

melakukan verifikasi dan visitasi;

. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir (a), (b), dan (c) diatas,
perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang [jin
Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Pilar Bangsa Kecamatan Scpatan;

Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran
Negara Tahun 2003 Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4301);
Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor: 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4437) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 59, Tambahan Lembaran Negara Nemor: 4844);
. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor:80, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4450); -
. Peraturan Pemerintah Nomor; 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah ‘Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor: 82, Tambahan Lembaran
Negara Nomor: 4741); : i
Peraturan Pemerintah Nomor: 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran
Negara Tahun 2008 Nomor: 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4864);
Peraturan Pemerintah Nomor: 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara
Tahun 2008 Nomor: 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4863);
. Peraturan Pemerintah Nomor: 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun
2008 Nomor: 194 Tambahan Lembaran Negara NOmor_; 4941);
. Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor: 23, Tambahan Lembaran Negara
Nomor: 5103), sebagaimana telah diubah dengan Perattiran Pemerintah Nomor: 66 Tahun
2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010, tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor:
112, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 5157);




